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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

5.1.1 Bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memutus pailit dengan 

pertimbangan debitor telah lalai dalam perdamaian yang telah disahkan 

(homologasi) pada tanggal 10 Juni 2015 dan PT. Suharli Malaya Lestari 

telah mengalami PKPU selama 270 hari sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang. Akan tetapi, dalam putusan di persidangan 

prinsip insolvensi tidak digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam 

memutus perkara tersebut. 

5.1.2 Putusan tersebut tidak memenuhi Prinsip/Asas Hukum Kepailitan 

khususnya Asas Insolvensi. Dalam asas insolvensi diperlukan sebagai syarat 

permohonan pailit bagi debitor untuk menghindari debitor yang pailit dalam 

keadaan solven. Asas insolvensi ini dibarengi dengan adanya pembatasan 

nominal utang yang dibuktikan dengan adanya suatu insolvency test, tes ini 

bisa dijadikan indicator dalam hal apakah seorang debitor dalam keadaan 

bisa dinyatakan pailit dan bagi debitor untuk mengetahui perbandingan 

jumlah asset debitor dengan jumlah utang-utang yang dimiliki debitor 

terhadap kreditornya. 

5.2 Saran   

5.2.1 Seharusnya dalam memberikan putusannya Majelis hakim harus 

mempertimbangkan dan melihat kondisi financial perusahaan debitor 

apakah keadaan financial perusahaan debitor dalam keadaan sehat atau tidak 

sehat melalui financial audit atau financial due dillgence yang dilakukan 

oleh suatu kantor akuntan public yang independen.  
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5.2.2 Berdasarkan beberapa test yang digunakan oleh beberapa Negara Asing 

untuk mengetahui debitor yang solven atau tidak, diharapkan dapat 

memberikan suatu gambaran bagi Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki 

Undang-Undang Kepailitan dengan mengatur pembatasan nominal utang 

dan adanya keadaan insolvensi yang dibuktikan dengan test insolvensi bagi 

debitor dimasa yang akan datang Undang-Undang Kepailitan mampu 

mewujudkan keadilan yang seimbang bagi seluruh pihak yang berkaitan 

dengan kepailitan dan mengurangi debitor yang pailit dalam keadaan solven. 
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